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ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Bagian Humas dan
Protokoler “Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan.-Singingi tampak dalam
kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi
dengan Pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaan
tugasnya sehari-hari Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi
menjalin hubungan baik dengan pers demi terciptanya pemberitaan yang baik
mengenai kegiatan pemerintah_daerah dan_terciptanya citra positif pemerintah
daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis kemitraan yang terjalin antara Bagian Humas dan
Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pers di
lingkungan Kabupaten Kuantan- Singingi, Serta _mengetahui kendala-kendala
ataupun hambatan-hambatan dalam kemitraan antara Bagian Humas dan
Protokoler dengan pers tersebut. Hasil penelitian yang terlaksana dalam kemitraan
antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers
sudah “Cukup Baik”. Kedua belah pihak sudah menjalin hubungan dengan baik
dengan melaksanakan peran serta tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Namun penulis menyarankan baik kepada Bagian.Humas dan Protokoler Setdakab
Kuantan Singingi ataupun tnsan pers untuk tetap menjaga hubungan baik tersebut
serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan musyawarah.

Kata kunci : Kemitraan, Tugas, Pers
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PARTNERSHIP BETWEEN PRIVATE PARTNERS AND
PROTOCOLERS WITH PRESS
IN THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF THE
KUANTAN SINGINGI DISTRICT

by :
Sani Rahmadhani MN

Supervisor:
Prof. Dr. Detri Karya, S.E, M.A
Dr. Ahmad Fitra Yuza,S.IP, M.Si

ABSTRACT

The implementation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 22 of
2016 concerning Position, Organizational Structure, Tasks and Functions as well
as Work Procedures of the KuantanSingingi Regency. Secretariat by the Public
Relations and Protocol Section of the KuantanSingingi District Secretariat was
seen in a partnership between the Public Relations and Protocol Section of
KuantanSingingi with the Press in neighborhood of KuantanSingingi Regency. In
carrying out their daily duties, the KuantanSingingi Public Relations and Protocol
Section established good relations with the press to create good news about the
activities of the local government and the creation of a positive image of the
KuantanSingingi District government. The jpurpose of this study was to find out
and analyze the partnerships between the Public Relations and Protocol Section of
the KuantanSingingi Regency Regional Secretariat with the Press in the
KuantanSingingi Regency and to find out the obstacles or obstacles in the
partnership between the Public Relations and Protocol Section with the press. The
results of the research carried out in partnership between the Public Relations and
Protocol Section of the' KuantanSingingi Protocol and the press were “"Good
enough”. Both parties have established goed relationships by carrying out their
roles and responsibilities responsibly. But the authors suggest either the
KuantanSingingi Public Relations and Protocol Section or the press to maintain
good relations and overcome the obstacles faced by deliberation.

Keywords: Partnership, Task, Press
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BAB |

PENDAHULUAN

m, ekonomi
pemerintahan
masyarakat.

a dan Reformasi

BirokrasiRe

=)

pengemban
mencegah da
menciptakan
governance), se

Saat ini masyarake an paradigma, dari awalnya
pelayanan kepada masyarakat. dapat diartikan bahwa pemerintah
berkeinginan mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 vyaitu
kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Erani Yustika menyatakan bahwa

“Negara juga harus melindungi dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak
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mendapatkan jaminan hidup melalui jaminan sosial (social security system) yang

matang™”.

Hasil dari reformasi ditandai dengan lahirnya otonomi daerah yang

Indonesia.
Dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
untuk memberikan jaminan terhadap kewenangan pemda. Sesuai dengan yang

telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Perekonomian Indonesia:Catatan dari Luar Pagar. Malang :
Bayumedia. Hal. 235
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Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-

masing daerah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan, pae intahan. Berdasarkan

erintah pusat

gas pembantuan. Dalam
pemerintah pusat
melaksanakannya sendiri atau melimpahkan kewenangan terhadap
instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.
2. Urusan Konkuren
Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh

pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan
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dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan

konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama sehingga ada

jadi intah pusat, ada sub
‘ !mhg“‘ .90. provinsi dan

pemerintah

pemerintahan

g

r

o

5 pemerintahan
P
nan g berkaitan dengan

pada pasal 11

ncian 24 urusan

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada
prinsip :

a. Akuntabilitas

b. Efisiensi

c. Eksternalitas



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

d. Kepentingan srategis nasional

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang
ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah
kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi

manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
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potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

f.  Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

bukan

anakan oleh

pemerintahan daerah

Q ‘ @ Jiri dari Kepala Daerah dan
LI 2
DPRD dan dibantu oleh perangl
Ciri utama yang menunjukan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi
daerah adalah:
1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiyai

penyelenggaraan pemerintahanya.
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2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar.

pemerintahan
dalam menjala e sas. desentralisasi®”
Pengertian ahun 2014 tentang

Pemerintahan .Daerah ada enye urusa : 1an oleh pemerintah
ini
dan kreativitas
nendorong pemerataan
di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-

masing daerah.

2Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 3

*Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi. Hal.6
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2. Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergesaran peran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling

rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

’ Pemerintahan
o

antara Pe Lﬁ
e

Kabupaten '
Yor)
i

)
perkembang ”

dan sosial. r d a i Jodel for Public

eh Rusady Ruslan
menyatakan bahwa" defir R alah: “Public Relations
jalur bersama antara organisasi gan publiknya, menyangkut aktivitas
komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam
menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk mampu
menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan

memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini
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dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik

. . . . 4
komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”.

terlepas o i : aksi anta amasma aman sekarang

ini lebih . akik . 1 ntara satu pihak

dengan pihé

menciptakan citra dan reputasi yang po instansi pemerintah®.

*Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan.
Aplikasi). PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta, him. 16.
*Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di
Lingkungan Instansi Pemerintah

®ibid
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Arti  penting humas dalam organisasi pemerintahan yaitu untuk
menciptakan dan mempertahankan citra, reputasi pemerintah serta sebagai

penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Humas memiliki pengaruh

I masyarakat

apat menaruh

terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan
dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Misi praktisi humas
pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas
pemerintah sebagai salahsatu aparatur negara, membentuk opini publik,

menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data
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dan informasi yang berkembang di masyarakat serta mensosialisasikan kebijakan
dan program pemerintah.

Humas merupakan bentuk komunikasi yang berlaku di semua organisasi,
baik organisasi yang bersifat-komersil yaitu.organisasi yang bertujuan mencari
keuntungan, ataupun organisasi yang bersifat nonkomersil yaitu organisasi yang
tidak mencari keuntungan. Dalamorganisasi; pemerintahan, tidak adanya unsur
komersil dalam peranan hubungan masyarakat (humas). Humas tetap menjalankan
tugasnya dalam bentuk peliputan, publikasi, dan pemberitaan. Humas di
pemerintahan lebih menekankan pada pelayanan terhadap masyarakat dan tidak
mencari keuntungan.

Humas.di organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga citra
dan reputasi pemerintah. Disamping itu humas di organisasi pemerintah bertugas
menginformmasikan segala, _bentuk kegiatan | pemerintah™ sebagai bentuk
pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat. Informasi mengenali
kegiatan pemerintah daerah yang disampaikan kepada masyarakat tersebut harus
akurat, cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika tidak, maka informasi
pemerintah tersebut dapat dianggap tidak informatif.

Pencapaian tujuan yang diinginkan oleh Humas tidak lepas dari
keahliannya dalam berkomunikasi kepada publiknya, sehingga publik dapat
mengerti, memahami serta menerima informasi yang disampaikan oleh Humas.
Pada setiap penyampaian informasi atau pesan, Humas tidak pernah terlepas dari
pemahamannya terhadap komunikasi, dalam arti bahwa Humas harus memahami

secara benar mengenai pengertian, tujuan dari komunikasi dan teknik komunikasi.
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Humas di organisasi pemerintah harus mempunyai kredibilitas, mampu
menguasai masalah serta mampu menyampaikan informasi secara cepat dan tepat
kepada masyarakat melalui media yang ada. Humas di organisasi pemerintah juga
harus mampu menjalankan fungsinya sebagai-fasilitator kemunikasi. Fasilitator
komunikasi disini mengharuskan humas berperan sebagai jembatan antara
pemerintah dan masyarakat . ketika "adanya /kesenjangan informasi. Humas di
organisasi pemerintah juga harus mempublikasikan atal menginformasikan segala
bentuk kebijakan pemerintah dan segala kegiatan pemerintah kepada masyarakat
sevagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah
tersebut.

Fungsi lain yang juga sangat penting bagi humas dalam menjalankan
kegiatan media relations yaitu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pers.
Pers memiliki peran dalam menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan
pemerintah daerah. Jika humas mampu menjalin hubungan baik dengan pers maka
informasi akan dnegan mudah diinformasikan kepada masyarakat dan juga akan
menjaga citra positif dari pemerintah daerah. tersebut.

Pers merupakan alat atau media pendukung kerjasama dalam
penginformasian dan publikasi segala bentuk kebijakan dan kegaitan pemerintah.
Menjaga hubungan baik dengan pers merupakan tugas humas demi tercapainya
publikasi yang cepat, tepat dan akurat.

Hubungan antara humas dan pers tidah hanya sebatas pendekatan

hubungan pribadi antara pegawai humas dengan wartawan saja, hamun juga
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hubungan yang mencakup media massa secara keseluruhan, yaitu berhubungan
dengan instansi, organisasi media.

Media dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah. Melalui media
segala bentuk kebijakan dan-kegiatan pemerintah daerah, dapat tersampaikan
kepada masyarakat luas. Namun karena media pula reputasi atau citra pemerintah
dapat dihancurkan. Disinilah. diperlukan peran,humas dalam menjaga hubungan
baik dengan pers tersebut. Apabila humas mampu menjaga hubungan baik antara
pemerintah daerah dengan pers, maka pemerintah dapat mempertahankan citra
positifnya di masyarakat. Namun apabila humas tidak mampu menjaga hubungan
baiknya dengan pers, maka dapat menimbulkan pemberitaan negatif dari instansi
pemerintah.

Kemitraan yang terjalin antara pihak yang bermitra juga menentukan
sukses tidaknya tujuan yang ingin dicapai , bersama dari organisasi yang
bersangkutan. Pada umumnya saat ini. organisasi baik itu organisasi pemerintah
ataupun organisasi ~nonpemerintah memiliki public_relations atau humas.
Perbedaan yang paling mendasar antara humas di organisasi pemerintah dengan
humas di organisasi nonpemerintah “yaitu..terletak pada unsur komersialnya.
Humas di organisasi pemerintah tidak ada unsur komersial dan lebih menekankan
pada pelayanan umum. Namun begitu, humas organisasi pemerintah tetap
memiliki tugas yang sama dengan humas pada organisasi nonpemerintah yaitu
peliputan, publikasi ataupun promosi dan periklanan.

Kemitraan merupakan kegiatan sebagai bentuk upaya melibatkan

organisasi, instansi ataupun organisasi tertentu untuk saling bekerja sama demi
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mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di awal
terbentuknya kemitraan. Demi terwujudnya kemitraan yang baik, masing-masing

pihak yang bermitra harus memiliki kesamaan peran, saling menghormati dan

bungan yang
salung me 3 emerintah memk blikasi segala
bentuk kebijakan dan _;_ e a.masyarakat. Pers
f Jia nya. Melalui
kerja sama

media dapat

memberikan G at-me Itra positif pemerintah

egaliter dan independen. Hubungan yang dijalin adalah hubungan terbuka, jujur,
saling mendukung, saling menguntungkan, saling menginspirasi, saling
memotivasi, saling memberdayakan dan saling memajukan. Kerjasama antara
pemerintah daerah dengan pers harus dijalin secara profesional. Pemerintah

daerah harus menyadari bahwa keberadaan pers atau wartawan juga berperan

penting sebagai pilar pemerintah.
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Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Pemerintah Daerah

yang ada di Indonesia. Sebagai Pemerintah Daerah yang berdiri dari tahun 1999

ini tentunya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki berbagai macam kegiatan

ataupun wa
penyajian i asiberbagai macam kegia 0 an Pemerintah

Daerah.

pada Sekretariat Daera @ gi dipimpin oleh seorang
| AN |

Kepala Bagian yang membawa Bagian Peliputan, Dokumentasi dan

Publikasi, Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik serta

Kepala Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas dengan beberapa orang staf.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi paragraf 3 menjelaskan tentang tugas pokok
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dan fungsi bagian humas dan protokoler. Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan

Elektronik merupakan sub bagian yang berhubungan langsung dengan pers.

%

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s
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Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 68 menyebutkan rician tugas Sub

Membimbing dan

petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan tugas;

g. Mengevaluasi dan menganalisa pemberitaan yang ada di media cetak
dan media elektronik serta media lainnya sebagai bahan masukan bagi

atasan;



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

18

h. Mengumpulkan usul, kritik, saran dan pendapat masyarakat dan/atau

organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi

atasan;

awaban;

, Masyarakat

mengenai

m. dan lingkungan

informasi yang
n ubungan dengan media
0. Melaksanakan pengelolaan media cetak dan media elektronik serta

media lainnya milik pemerintah daerah;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas lainnya.
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Dewasa ini, kita mengetahui bahwa kebebasan pers merupakan suatu hal

yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Pers dengan bebas mengambil dan

menyebarluaskan informasi ada. Namun disisi lain pers juga memiliki kode etik

berita yang

wartawan. ;' 3 ( 053 sarkan baik melalui

bagian humas dan protokole .

tidak datang untuk meliput kegiatan pemerintah daerah, hanya meminta berita dan

foto kegiatan saja kepada bagian humas dan protokoler.
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Tabel 1.1 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler

Setdakab Kuantan Singingi dengan Pers

NO BENTUK KEMITRAAN KATEGORI

1 Kerjasama dalam  peliputan  kegiatan Kurang Maksimal
Pemerintah.Daerah

5 Kerjasama dalam pembuatan berita kegiatan Kurang Baik
Pemerintah Daerah
Kerjasama dalam penginformasian kegiatan Masih Kurang

3 ; .
Pemerintah Daerah Koordinasi

4 Kerjasama dalam.\‘pencitraan Pemerintah Belum Terpola
Daerah

5 Kerjasama dalam peningkatan kualitas insan Kurang Baik
pers

Sumber : Modifikasi Penulis

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kemitraan antara Bagian Humas
dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan Pers masih belum terjalin
dengan baik. ‘Masih ada beberapa kerjasama yang dilakukan tidak secara
maksimal. Kerjasama dalam peliputan kegiatan pemerintah daerah masih kurang
maksimal, salah satu contohnya yaitu 'masihada wartawan yang tidak menghadiri
salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga tidak dapat
meliput dengan baik dan bahkan hanya meminta dokumentasi dari Bagian Humas
dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi.. Selanjutnya, kerjasama dalam
pembuatan berita juga masih kurangbaik. Hal tersebut tampak pada masih adanya
berita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang di publish
wartawan di media. Disamping itu, ada juga wartawan yang tidak menghadiri
kegiatan pemerintah daerah dan hanya meminta data dari Bagian Humas dan
Protokoler Setdakab Kuantan Singingi. Kemudian kerjasama dalam
penginformasian kegiatan pemerintah daerah yang masih kurang koordinasi.

Masih adanya wartawan yang memberitakan kegiatan Pemerintah Daerah dengan
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bahasa yang kurang baik, karena masih belum paham tentang kode etik pers.
Selanjutnya kerjasama dalam pencitraan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini

tampak pada masih adanya berita yang tersebar di media massa cetak ataupun

online yang seake ‘ dom ‘ Yang terakhir yaitu

"h‘%“ .’BG. paik. Bagian
3 i : ﬂ a insan pers
" | .

humas d

dengan

|8
«
o
@
3
=5
o
<]
=
QD

yang ahli d

pelatihan de

Fen

TS F )5

B

Berdasarkan fenomena yang ada penulis mengunakan teori kemitraan
sebagai penunjuk untuk melihat kemitraan antara bagian humas dan protokoler
dengan pers di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi. Adapun teori yang digunakan menurut Sulistiyani terdapat 3 model

kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan organisasi, yaitu :
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1. Pseudo Partnership atau kemitraan semu
2. Mutualism Partnership atau kemitraan mutualistik

3. Conjugation Partnership atau kemitraan peleburan dan pengembangan

menghormati,
menghindari

esetaraan meliputi

diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak
yang berkepentingan dapat mengukur dan mengantisipasi segala
sesuatu yang menyangkut kemitraan. Prinsip transparansi menuntut

pihak yang bermitra selalu terbuka dan mencegah upaya

” Wibisono, Yusuf. 2007.Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik :
Fascho Publishing
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penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik

secara keseluruhan.

3. Saling Menguntungkan

as dan Protokoler Setdakab

Kuantan Singingi dalam kegiatan peliputan maupun
penginformasian kegiatan Pemerintah Daerah Bagian Humas dan
Protokoler bekerja sama dengan Pers

. Penelitian ini dilakukan di Bagian Humas dan Protokoler Setdakab

Kuantan Singingi karena terindikasi masih kurang baiknya pola

huubungan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers
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Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN

PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH

1.

sekretariat daerah Kabupate an Singingi?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Bagian Humas dan Protokoler dalam
menjalin kerjasama dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan

Singingi?
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1.4 BATASAN MASALAH

Melalui identifikasi permasalahan yang ada, penulis membatasi

permasalahan pada kemitraanantara bagian humas dan protokoler dengan pers di

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN
1.6.1 Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menambah

wawasan dan pengetahuan mengenai kemitraan antara Bagian Humas dan

Protokoler dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
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1.6.2 Kegunaan Praktis untuk Lokasi Penelitian

Kegunaan praktis dari kegiatan penelitian ini yaitu dapat memberikan

sumbangan pikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
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BAB Il
KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 KAJIAN KEPUSTAKAAN

bahasa Inggris
erik Kybernan,

artinya mengemudika ) 2 ah” di sini berarti

nsur kepala, staf dan

Organisasi

berkepentingan dengan pemerintahan, khususnya pihak pemerintah dengan yang
diperintah, pihak melayani dan dilayani, hal tersebut lebih penting dalam

membuat standar pelayanan.

8Ndraha, Talizuduhu. 2003. Kybernology (lIImuPemerintahanBaru). Jakarta, RinekaCipta. Hal. 69

® Ibid
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Ermaya Suradinata membedakan antara pemerintah dan pemerintahan.
Pemerintah adalah badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukanupaya

untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan

" suatu negara

pemerintahg

beserta jaj

o
Jala
5 )adan eksekutif
ool
)
=i

enteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia Tahun 1945,
Sedangkan angka 2 Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

“Suradinata, Ermaya. 1998. ManajemenPemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung :
Ramadan. Hal. 6

" UU No 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
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dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

9.

W™

dasarkan pada

bahwa Negara

AL

Kesatuan " si dan daerah
provinsi itu -’ﬂ:" kabupaten dan
kota ini me 5 a

Dengan a emajuan hukum dan ke e0 ‘; aman globalisasi
ini, maka Pemer G : -~ 23 Tahun 2014
tentang Pemerin Al pe ndang-Undang Nomor 32

Tahun 2004.

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada
negaranya

2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi

3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh negara akan tetapi
menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak

bersama-sama berusaha atas dasar swadaya
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4. Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan

kepentingan-kepentingan tersebut

5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan

struktur da
Sedangkan
orang atau

mewujudkan

Organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang secara individu
maupun kelompok untk mencapai tujuan. Organisasi merupakan respon dan

sekaligus sarana untuk menciptakan manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan

'2 Griffin, Jill. 2002. Customer Loyalti How to Earn it, How to Keep it. Singapore : Lexington Books

B Ernie, Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. PengantarManajemen.Jakarta :MuraiKencana
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manusia. Organisasi merupakan pengaturan yang disengaja terhadap sejumlah

orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Tingkatan organisasi pemerintahan di Indonesia.adalah sebagai berikut :

Aparatur

Pemeritnahan

ota, disebut

disebut

bentuk organisasi publik non profit yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu
sistem pemerintahan. Pemerintah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola,
memanage, serta mengatur jalanya suatu sistem pemerintahan. Dalam organisasi
pemerintah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan

lembaga negara, agar setiap organisasi pemerintahan negara dapat melaksanakan
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tugas secara proporsional, baik dan efektif. Pada akhirnya organisasi pemerintah

bergerak sebagaimana fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2.1.3 KONSEP OTONOMI DAERAH

nomos

negara®.

“Juanda. 2004. HukumPemerintahan Daerah. Bandung:PT. Alumni. Hal. 22

> Manan, Bagir. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta
:SinarHarapan. Hal. 10

1% |bid, Hal. 24



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

33

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 1 Angka 6 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan
daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
e Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

¢ Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

Y UU No 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
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Konsep otonomi daerah mengandung makna :

e Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam

pemerintah yang b S tinggi dengan tingkat kepercayaan

yang tinggi.

e Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi
subsidi pusat.

e Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta
pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan

negara.
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Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia

diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain :

a)
J

:l’ )
v

o
i
2
i
Yor)
vy
o
o

aliss . lipakai dalam bidang
pemerintahan merupa ** D¢ sistem sentralisasi,

lain  untuk

sebagian kewenanga ‘@ ] a
| . WA\ 3y .
dilaksanakan. Pelimpahan kewe erintah kepada pihak lain untuk

dilaksanakan disebut desentralisasi'®.

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan
implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan

kebijakan administrasi negara. Rondineli dan Cheema mendefinisikan

18Sarundajang. 2002. ArusBalikKekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta:PustakaSinarHarapan. Hal. 45
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desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau

kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah,

unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan),

penyerahan
urusan Pe berdasarkan

Asas Oton

wehat

pada dasarnya

dapat dibe , desentralisasi

administrasi

259NN

=

B
T
o
@
-~
D
s
D
oD
QD
oD
(]
QD
oD
o
QD
oD

onom maupun lembaga non

pemerintah®.

Kemudian pendapat lainnya oleh Fortmann menekankan bahwa

desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas

ibid
20 .
UU No 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah

21Wasistiono, Sadu. 2003. ManajemenPemerintahan Daerah. Bandung :Fokus Media. Hal. 2
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lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu
badan lokal diserahi tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk

mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika pemerintah lokal semata-mata

ari pusat, tetapi
baga otonom.
desentralisasi
fungsional, ama di 2 a ardasarkan wilayah,

yang kedua dala

suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis yang

meliputi pemilihan kepala daerah, partai politik dan DPRD.

2 Bryant and White LG. 2989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta :
LP3ES. Hal. 215

* Ridwan. 2014. Diskresi& TanggungJawabPemerintah. Yogyakarta : FH Ull. Hal. 106
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2. Urusan pemerintahan, pembagian sumber keuangan, pembaharuan
manajemen pemerintahan dan penataan pelayanan publik

3. Tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan

faktor, se a 2 3 ara partisipasi

masyarakat, ke Ua K - ﬁ' an pelaksanaan
penyerahan kewenangar a '_ |' eh beberapa faktor,

yaitu :

. Technology, berkaitan de pengetahuan dan perilaku yang dimiliki
badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi
4. Support, menunjukkan kepada dukungan secara keseluruhan dari

setiap pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi

*Wasistiono, Sadu. 2001. KapitaSelektaManajemenPemerintahan Daerah. Sumedang :Algoprint.
Hal. 3
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5. Leadership, menunjukkan kepada kemampuan dalam memanfaatkan

masukan secara kritis.

Berdas erjemahan dari 3 kemitraan dapat dimaknai

sebagai sua ang membentuk

suatu ikata membutuhkan.

Kerjasama te jalin dalam re : gasl| s dan kapabilitas

di suatu bida Sa au tujua ga dapat memperoleh

Menurut pasal “Nol or 44 Tahun 1997 tentang

s
Kemitraan menyatakan bahwa : adalah kerjasama antara Usaha Kecil
dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip

saling memerlukan, salung memperkuat dan saling menguntungkan”zs.

|brahim, Johannes. 2006. Hukum Organisasi Perusahaan. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 26

*®peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pasal 1
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Selanjutnya menurut Notoatmojo, kemitraan adalah suatu kerja sama

formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisai-organisasi

untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu®’.

yang terjadi
ya melakukan
a. Bahkan pada
ar akan makna
AN apa itu semua

itraan semacam

2. Mutualism Partnership ata aan Mutualistik
Kemitran mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih
yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan

kemitraan, vyaitu untuk saling memberikan manfaat dan

27Notoatmodjo, Soekidjo.2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta

%Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Gava
Media. Hal.130
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mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan

secara optimal.

3. Conjugation Partnership atau kemitraan peleburan dan pengembangan

1.

2. e aa pakan pelaksanaan

program tertentu.
Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal
berikut :
1. Kesamaan kepentingan

2. Saling mempercayai dan saling menghormati

Z|bid
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3. Tujuan yang jelas dan terukur

4. Kesediaan untuk berkorban baik waktu, tenaga maupun sumberd daya

yang lain

kelemahan masing-masing anggota serta sebagai sumber daya yang
dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan

ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berkahirnya kegiatan.

*%Wibisono, Yusuf.2007.Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik :

Fascho Publishing.
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Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling

melengkapi dan saling membantu diantara mitra.

3. Saling menguntungkan

selamanya ide arena dala 2laksanaa ang dilakukan

didasarkan . /ang bermi Mibisono, kemitraan

memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup
keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah
dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka.
Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak

ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun

*libid
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kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa
oknum saja. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan

hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal

sendiri, bukan kepentingan
bersama.
3. Pola Kemitraan Produktif
Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam
paradigma commont interest. Prinsip simbiosis mutualisme sangat

kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan

lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif
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bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif
kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola

hubungan resourced based partnership, dimana mitra diberi

(Perancis) 'se era : : akta Premare yang

berarti “Tekar etak”. S edia massa cetak

pada lembaga dari hanya sekedar pe dan hal ini pula yang menyebabkan
“pers” harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai sebuah lembaga. Oleh
karena itu, kebebasan yang ditekankan dalam ketentuan tersebut adalah kebebasan
berdaulat dan bertanggung jawab yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi,

keadilan dan supremasi hukum dan berfungsi sebagai media informasi,

32Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
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pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Menghormati norma-norma agama dan

rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, menjadi keharusan

bagi sistem pers di Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang

berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau
pengkhianatan dan gangguan keamanan) hendaknya tidak dapat
dipidana, bahkan setelah terjadinya peristiwa tersebut.

4. Hendaknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal.

5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi

kebenaran, dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan.
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6. Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan terhadap upaya
pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.

7. Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam ekspor atau

fdengan adanya
wartawan s dalam meliput

berita dilap imut di media.

1. sebagai pelapor (informan) yaitu sebagai mata dan telinga publik

* Denis McQuail. 1987. Mass Communication Theory (teoriKomuniksi Massa). Jakarta :Erlangga.
Hal. 115

**Luwi, Ishwara. 2005.Catatan-Catatan Jurmalisme Dasar. Jakarta : Kompas
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2. melaporkan peristiwa-peristiwa diluar pengetahuan masyarakat

dengan netral dan tanpa prasangka

Dapat dilihat bahwa Ishwara menekankan tugas wartawan adalah sebagai

orang yang me

g
w
QD
=
~
QD
S5
°
@
=
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menuang
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian ini membandingkan dua penelitian yang telah dilakukan oleh:

abel 2.1. Penelitian Terdah

No.
1. Im me
5
ﬁ pemerintah
akarta telah
a. Walapun
asih terdapat
a kendala,
masih
beritakan kebijakan-
ijakan pemerintah kota
arta secara tidak
2. | Ridho paya untuk melakukan
Aditrianto edia relations dalam
(2017) melaksanakan publisitas

3 makahumas Kabupaten
Bagian Huma Grobogan memandang
Sekretariat Daerah sangat penting untk
Kabupaten Grobogan memiliki hubungan yang
sangat baik dengan media-
media massa di wilayah
Kabupaten Grobogan.
Komunikasi yang intensif
antara humas dengan
media massa dilakukan
untuk meningkatkan
kepahaman antara humas
dengan media massa
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sehingga informasi yang
diterima sesuai keinginan

humas.
Vivi Nur Elvia | Implementasi Kinerja Pelayanan informasi
Margarita agian Humas Sekretariat publik di Bagian Humas

(2017) abupate atariat Daerah

m} h ‘!!’t\“ aaéﬁ ini dz;lpat

itian ini adalah
as pemerintah
a adalah pada

oler Sekretariat

dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten.
Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menekankan pada
kemitraan antara bagian humas dan protokeler dengan pers, sedangkan
pada penelitian sebelumnya menekankan pada strategi media relations.

Penelitian Vivi Nur Elvia Margarita (2017), persamaan penelitian ini

adalah sama-sama mengangkat penelitian dengan lokus bagian humas



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

51

sekretariat daerah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini

adalah objeknya pada Bagian Humas Dan Protokoler Sekretariat Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Kemitraan antara Bagian Humas Dan
Protokoler dengan Pers di Sekretariat Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

TEORI KEMITRAAN
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Sumber : Olahan Peneliti
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2.4. Konsep Operasional
Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian

yang jelas dan pemasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan konsep

operasional :

Daerah , ahPe ah. Kabupaten Kuantan
Singingi

2. Kemitraan
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong

royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun
kelompok. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk
kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk

mencapai tujuan bersama.
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3. Bagian Humas dan Protokoler
Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi yang dimaksud adalah instansi pemerintah daerah yang

erjas i Kabupaten Kuantan

wety

%> UU No 40 Tahun 1990 tentang Pers
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Dengan me tode penelitian

yang berlanda untuk meneliti

kondisi ob kunci, teknik
data bersifat

makna daripada

Penelitian ini penulis laku} pada Bagian Humas dan Protokoler
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih Bagian
Humas dan Protokoler sebagai lokasi penelitian adalah karena Bagian Humas dan

Protokoler merupakan instansi Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan

kerjasama dengan pers dalam rangka jalannya roda pemerintahan.
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3.3 Informan/Responden

Informan adalah orang/sumber informasi dalam penelitian. Informan

penelitian adalah orang. yang menjadi sumber data_didalam penelitian yang

dimana peneliti menetukan pengambilan'sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab

permasalahan penelitian.
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3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

llkan oleh pihak

ingan penulisan

3. Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas dan Protokoler
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

5. Tingkat Pendidikan pegawai Bagian Humas dan Protokoler

Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

SN MM E

N

%
b. Observasi

0.“

Yang dilakukan de

\\‘-‘

anan pengamatan adalah mengamati
gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali
dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat
dan formulir. Melalui observasi penulis dapat mengetahui langsung
kejadian sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan kegiatan
pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini yang diamati adalah

hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dalam menjalankan
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tugas meliput dan memberikan informasi mengenai kegiatan

pemerintah daerah yang sedang atau telah dilaksanakan.

o ‘ \Q‘mqmm*‘ ’a" ang tertulis
e o " netode lain,
o

melalui surat

gan kerjasama

terkumpul.

Menurut Lexy J. Moleong (2010) dalam Igbal Hasan (2009:29) analisis
data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
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Adapun tujuan analisis data antara lain :
1. Memecahkan masalah-masalah

2. Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat

dan saran-

Huberman (1992:16-19) yaitu :

Pertama, tahap pengumpulan data yaitu peneliti akan melakukan proses
aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan

dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
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catatan-catatan tertulis di lapangan. Segabaimana kita ketahui, reduksi data

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah

suatu hal yang terpisah dari analisis. la merupakan bagian dari analisis. Pilihan-

alam. suz bentuk yang padu dan

e

mudah diraih, dengan demikia ganalisis dapat melihat apa yang
sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah
terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan

penyajian.

Keempat menarik kesimpulan verifikasi yaitu sebagian dari suatu
kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran
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kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu
tinjauan ulang pada catatan-catatanlapangan atau mungkin menjadi seksama dan

makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman

sejawat untuk mer au juga upaya-upaya

yang lua 6 ‘ at data yang
lain. ‘

entuk  analisis
kualitatif, ] alitatif. Igbal
Hasan (20 ) menjelask ahwa “Ana 5 analisis yang
tidak meng : onometrik atau
model-mode @ atas pada teknik
pengolahan asi. Dalam hal ini
sekedar me yang tersedia
kemudian mel
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 km? yang terbagi kedalam 15

kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 4.1

berikut:
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Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dibagi Menurut Kecamatan
LUAS PERSENTASE

NO KECAMATAN (km?) (%)
1 | Kuantan Mudik 564,28 7,37
2 | Hulu Kuantan 384,40 5,02
3 | GunungToar 5% 2,16
4 | Pucuk Rantau 821,64 10,73
5 | Singingi 1.953,66 s
6 | SingingiHilir 1.530,97 20,00
7 | Kuantan Tengah 270,74 3,54
8 | Sentajo Raya 145,70 1,90
9 | Benai 124,66 163
10 | Kuantan Hilir 148,77 1,94
11 | Pangean 145,32 1,90
12 | LogastanahDarat 380,34 4,97
13 | Kuantan Hilir Seberang 114,29 1,49
14 | Cerenti 456,00 9,96
15 | Inuman 450,01 5,88
Jumlah 7.656,03 100

Sumber: Kuantan Singingi dalam Angka 2017

Pada umumnya Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu
udara maksimum berkisar antara /32,6°€-36,5°C dan suhu-minimum berkisar
antara 19,2°C-22,0°C. Curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 23,60-448,00
mm per tahun dalam keadaan musim hujan berkisar antara bulan September s/d

Februari dan musim kemarau berkisar antara Maret s/d Agustus

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat
Statistik pada tahun 2016 tercatat Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi
sebanyak 317.935 jiwa yang terdiri 163.213 jiwa laki-laki dan 154.722 jiwa
perempuan.Penyebaran penduduk dilihat dari jenis kelamin perkecamatan pada

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin dan

Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

NO | KECAMATAN | DAKI-LAKEPEREMPUAN | 5500 any
(Jiwa) (Jiwa)

1 Kuantan Mudik 12.065 11.851 23.916
2 Hulu Kuantan 4.488 4.290 8.778

3 GunungToar 6.966 6.847 13.813
4 Pucuk Rantau 5.788 4.907 10.695
5 Singingi 16:630 14.868 31.498
6 SingingiHilir 20.053 17:979 38.032
7 Kuantan Tengah 24.542 23.332 47.874
8 Sentajo Raya 14.627 #3.917 28.544
9 Benai 8.084 8.110 16.194
10 Kuantan Hilir S5 4 7.459 15.016
11 Pangean 2297/ 9.380 18.677
12 Logas Tanah Darat 10.783 9.848 20.631
13 Kuantan Hilir | 6.684 6.620 13.304

Seberang
14 Cerenti 7.790 /.510 15.300
15 Inuman 7.859 7.804 15.663
Jumlah 163.213 154,722 317.935

Sumber: Kuantan SingingiDalamAngka 2017

4.2.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. Sekretariat

Daerah dipimpin “olen Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada bupati.

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif,

Sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
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a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat

perlindungan penduduk dan keluarga berencana, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub
urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik

dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, serta penunjang urusan
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pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

kebijakan daerah  bidang

erja perangkat

b. Bagian Hukum

c. Bagian Organisasi
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3. Asistan Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Ekonomi  Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan

permukiman,
ubungan serta

bangunan dan

c. Pelayanan administratif pemerintahan daerah bidang ekonomi

pembangunan dan kesejahteraan rakyat

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pemerintahan
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Asisten Ekonemi Pembangunan dan Kesgjahteraan Rakyat dalam

' \:‘Q‘tz.\\\\\“\“‘

o

‘:‘
~ g
w
. @
D
S
>
o
3
S
%
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a. Pengkoordinasian peny 2bijakan daerah bidang administrasi

dan umum

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah

bidang administrasi dan umum

c. Pelayanan administrasi pemerintahan daerah
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d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

administrasi dan umum

dokumentasi, publikas media cetak dan elektronik serta
protokoler. Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah dan pelaksanaan kebijakan dibidang peliputan,
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dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta

protokoler

ng peliputan,

elektronik serta

ﬁ pembinaan dan

elektronik serta protokole

g. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bagian

Humas dan Protokoler

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas

membawahi beberapa sub Bagian, yaitu :

c. Penyiapan bahan pembinaan administrasi, fasilitasi, penyusunan
bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang

peliputan, dokumentasi dan publikasi

d. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang

peliputan, dokumentasi dan publikasi



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

73

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

c. Penyiapan bahan pe aan administrasi, fasilitasi, penyusunan
bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang

informasi, media cetak dan elektronik

d. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang

informasi, media cetak dan elektronik
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Rrotokoler dan Perjalanan Di

ha ?TAFEI?ESEA
: ab\\?)%' | aan kebijakan teknis,

Jan pelaporan
dinas. Dalam

dan Perjalanan

jan perumusan

inaan kebijakan

\\\"\\@\\ :

>
_]3_“

,
o
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c. Penyiapan bahan pembinaan administrasi, fasilitasi, penyusunan
bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang

protokoler dan perjalanan dinas

d. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang

protokoler dan perjalanan dinas
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Gambar 4.1
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Daftar Pegawai Bagian Humas dan Protokoler

Setdakab Kuantan Singingi
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A "q'\“\"' "35.

g
el N

Protokoler

Staf Bagian Humas dan

10. | HASNAH
Protokoler
Staf Bagian Humas dan
11. | HARLIATI
Protokoler
Staf Bagian Humas dan
12. | ANDRIAN
Protokoler
Staf Bagian Humas dan
13. | DESPI ARIANTO

Protokoler
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Staf Bagian Humas dan
14. | RISLAN
Protokoler
Staf Bagian Humas dan
15. | DADANG MUTAQIN
Protokoler
Humas dan
16. | H I
r
17 | AS | dan
- SITAS IS
NER AR,
a as dan
18.
.
Sumber d ingingi
y - -
4.3 PROG “HUI DA R DALAM
MENJ TRAAN >
Fungsi se di dalam bentuk
)
bagaimana B rotokoler s \ bupaten Kuantan
Singingi berin i wilayah Kabupaten
Kuantan Singingi. r it di kesepahaman antara
Bagian Humas dan Pro r abupaten Kuantan Singingi
dengan media massa sehingga in rmasi yang diinginkan tersampaikan

kepada masyarakat, dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan
pemerintah. Tujuan dari hubungan media adalah untuk tidak hanya mendapatkan
liputan media, tetapi juga untuk mengembangkan hubungan dengan orang-orang
yang mampu berkomunikasi baik dengan publik. Dalam menjalankan media
relations, Bagian Humas dan Protokoler memiliki peran menjaga kelangsungan

relasi pemerintah dengan masyarakat khususnya media massa dapat berjalan
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dengan baik, berupa terciptanya hubungan yang lancar, dapat membangun
kepercayaan timbal balik dan juga saling menghormati serta tercapainya
penyampaian informai yang akurat

Informasic yang ada,penting untuk-disampaikan, kepada masyarakat
sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun,
pemberitaan kepada masyarakat-tidak- dilakukan begitu saja. Masyarakat tidak
bolen menerima berita mentah. Pemberitaan kepada masyarakat harus melalui
tahapan tertentu agar masyarakat dapat memahami maksud dari pemberitaan
tersebut dan tidak salah paham. Pemberitaan tersebut harus dikelola dengan baik
terlebih dahulu oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan menyaring dan
berdiskusi dengan masyarakat sebelum berita tersebut dipublikasikan.

Bagian Humas dan Protokoler menyadari perlu adanya jalinan yang baik
antara pemerintah dengan pers agar tercapainya tujuan media relations. Hal ini
dilakukan agar proses penyampaian informasi dari pemerintah ekpada masyarakat
melalui media massa dapat berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana
dikemukkan informan sebagai berikut :

“kami telah membina hubungan yang baik dengan rekan-rekan media.

Hal ini kami lakukan“agar kemitraan antara Bagian Humas dan

Protokoler dengan pers ini selalu berjalan harmonis dan menghasilkan

kerjasama yang baik” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan

Protokoler tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bagian
Humas dan Protokoler selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan

pers. Hal ini dilakukan agar kemitraan yang telah dijalani selama ini dapat

berjalan harmonis serta pemberitaan yang diberitakan baik di media cetak maupun
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media elektronik tidak menyudutkan pemerintah daerah serta dapat memberikan
citra positif bagi pemerintah daerah.

Beberapa kegiatan media relations yang dilakukan oleh Bagian Humas
dan Protokoler _Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah» Kabupaten Kuantan
Singingi-dalam menjalin hubungan yang baik dengan pers yaitu :

1. Pelatihan Jurnalistik

Untuk™ mengatasi masalah rendahnya kemampuan kerja pers,
dapat diatasi dengan melakukan program pelatihan jurnalistik.
Kegiatan pelatihan jurnalistik dibutuhkan untuk meningkatkan
wawasan dan pengetahuan pers tentang jurnalistik. Perkembangan
zaman juga menyebabkan berkembangnya ilmu.pengetahuan dan
teknologi. Maka dari itu, perlu diadakan pelatihan jurnalistik ini demi
terwujudnya insan pers yang profesional, berkualitas dan bertanggung
jawab. Disamping itu juga agar berita yang dipublikasikan pers
kepada masyarakat semakin membaik.

“pelatihan jurnalistik selalu kami adakan secara rutin setahun

sekali,” biasanya di awal tahun. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan mutu dan“kualitas para wartawan serta menjaga
hubungan baik antara pemerintah daerah dengan wartawan”

(wawancara dengan kepala sub bagian informasi, media cetak

dan elektronik tanggal 26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
kegiatan pelatihan jurnalistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas
wartawan dalam pemberitaan kegiatan pemerintah daerah. Disamping

itu juga untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan

wartawan. Setelah pelaksanaan pelatihan jurnalistik ini diharapkan
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pemberitaan kegiatan pemerintah daerah semakin baik kedepannya
dan kemitraan yang terjalin juga semakin baik.

Kemudian salah seorang wartawan dari salah satu media juga

besar bagi
ain menambah
sebagai ajang
a. Kami juga
kedepannya”

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pejabat eselon 2 serta pejabat
lainnya yang berkaitan dengan pers dan juga pers itu sendiri. Tujuan
dari diadakannya kegiatan ini yaitu untuk membahas segala
permasalahan yang dialami dalam kegiatan kehumasan serta

mendiskusikan jalan keluarnya.
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“coffee morning merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan
dengan para wartawan sebagai ajang temu ramah saling
berbagi dan bercerita atas kendala yang dihadapi dalam
pemberitaan kegiatan pemerintah daerah. Coffee morning ini
S|fatnya santai, kita membahas hal serlus tapi tidak dalam

i ormal sehmgga apa -x gin disampaikan dapat

:E a kegiatan
-
"g & emiliki tujuan
Er aitan dengan
B
E— E gaja dilakukan
& 5
= e Ngin ampaikan baik oleh
E E ngingi ataupun
-
g =3 Singingi dapat
7 =
- >
5 ¢

=
e
:T = tara Bagian Humas
E iR an satu tahun sekali
E I tujuan utama untuk menjalin
o
= hubungan yang lebih erat antara Bagian Humas dan Protokoler

dengan pers di Kabupaten Kuantan Singingi.

“kegiatan press tour biasanya kami setalikan dengan pelatihan
jurnalistik. Jadi disamping pers dapat menambah ilmu dan
wawasannya, mereka juga dapat berwisata di area sekitar
tempat pelatihan, karena biasanya pelatihan jurnalistik kita
adakan di luar kota” (wawancara dengan kepala sub bagian
informasi, media cetak dan elektronik tanggal 26 Juni 2019.
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Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan press

tour ini memberikan waktu bagi pers untuk berwisata dengan

tujuan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara

Kami menyada ami diundang dengan maksud untuk
mempererat hubungan diantara pemerintah daerah dengan
pers. Kegiatan ini memang telah memberikan dampak positif
bagi kami. Kami bisa saling sharing dalam acara jamuan
tersebut, walaupun tidak secara formal namun maksud kami
dapat tersampaikan” (wawancara dengan wartawan tanggal
26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara diatas, tampak bahwa kegiatan ini

resepsi pers ini memberikan dampak yang positif bagi insan pers.

Mereka mengapresiasi kegiatan resepsi pers tersebut. Walaupun
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bukan acara formal, namun antara Bagian Humas dan Protokoler
dengan pers tersebut dapat saling berbagi atau ber cerita hal-hal yang
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
5. News:Service
News service merupakan kegiatan yang dilakukan setiap harinya
oleh Bagian Humas-dan Protokoler dengan pers. Kegiatan ini berupa
pelayanan yang diberikan oleh Bagian Humas dan Protokoler kepada
pers dalam melengkapi data seperti foto, video ataupun data lainnya
sebagai bahan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah.
“kegiatan mews service ini sangat membantu kami dalam
melengkapi berita, foto ataupun video untuk pempublikasian
kegiatan pemerintah daerah. Terkadang informasi yang kami
punya juga kurang lengkap, jadi kami datang kekantor bupati.
Bagian Humas dan Protokoler juga dengan sangat baik
melayani kami, memberikan apa yang kami butuhkan”
(wawancara dengan wartawan, tanggal 26 Juni 2019)
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan
news service oleh Bagian Humas dan Protokeler sangat membantu
para wartawan dalam melengkapi informast yang dibutuhkan untuk
pempublikasian kegiatan pemerintah daerah. Hal ini nantinya juga
akan berdampak dalam hubungan antara keduanya.
6. Kontak Personal
Kontak personal merupakan hubungan interpersonal yang
dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan pers dalam

rangka menjalin hubungan baik dengan pers tersebut. Kontak

personal merupakan pendekatan informal yang dilakukan dengan
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melakukan kontak pribadi dengan wartawan. Hal ini bertujuan untuk

menghindari anggapan bahwa pemerintah menghubungi wartawan

ketika ada perlunya saja.

an.

hubungi kami by
rintah daerah.
sekarang apa-
kabar dan kita
ak perlu terlalu
sk , ‘-g ai dengan baik.
3 pun pungan yang dekat
ak yang begitu
tanggal 26 Juni

'E
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wartawan secara p diterima dengan baik oleh para
wartawan.Wartawan juga merasa tidak ada jarak yang begitu
signifikan dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat

meningkatkan hubungan baik antara Bagian Humas dan Protokoler

dengan pers.
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Pelaksanaan fungsi media relations oleh Bagian Humas dan Protokoler
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menjalin mitra dengan
pers yang ada merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat menyampaikan
informasi kebijakan maupun kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Disamping
itu juga diharapakan mendapatkan feedback dari masyarakat berupa informasi
keluhan ataupun harapan masyarakat Kepada pemerintah, sehingga dapat menjadi
acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Selain itu juga

untuk membina hubungan baik dengan pers secara personal.

Disamping itu, bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan monitoring terhadap berita yang

dipublikasikan. Sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut

“untuk_mengelola dan monitoring terhadap berita yang dipublikasikan
pers di. media cetak, . kami _membuat kliping dari berita yang
dipubllikasikan di media- cetak "tersebut. Hal itu dilakukan untuk
mengetahui apa saja kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan ke
masyarakat dan juga mengetahui apakah berita tersebut baik atau tidak
untuk citra pemerintah daerah” (wawancara dengan staf bagian humas
dan protokoler tanggal 20 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa Bagian Humas dan
Protokoler Setdakab Kuantan Singingi juga melakukan monitoring terhadap berita
yang dimuat oleh para wartawan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah berita
yang dimuat oleh para wartawan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan atau
membuat citra buruk bagi pemerintah. Selanjutnya Bagian Humas dan Protokoler
Setdakab Kuantan Singingijuga melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk

pelaksanaan kegiatan.
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Upaya untuk memaksimalkan dalam pelaksanaan publisitas maka Bagian
Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

memandang bahwa sangat penting untuk menjalin kemitraan yang baik dengan

nunikasi yang intensif

antara Be @

ngga informasi

ang berfungsi untuk
kerjasama dengan pers yang ada ba u melalui media cetak ataupun media
elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui segala hal
tentang kegiatan pemerintah daerah terutama yang ada dampak langsungnya
terhadap masyarkat.

Tugas umum Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengumpulkan dan
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menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melakukan pemberitaan,
mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan,

melakukan perekaman, penyajian data dan mengatur keprotokoleran kegiatan

pimpinan, serta m A 3 ‘ mpinan sesuai dengan
bidang : \“‘ ..‘

.ﬁ kerja sama
|

antara dua alah suatu kerja
| a J

formal ant: sasi-organisasi

pemerintah kepada

i J

‘ a

untuk mencapa U tugas atau tu ‘
-\ 2= P

W

pihak swa: i ' o 1 .' ‘ '_. ru 4 pembangunan

publik-swasta

3. Menghapus batasan yang tidak diperlukan dalam hal kemampuan
bersaing perusahaan swasta di pasar tersebut
4. Memungkinkan terjadinya likuidasi atau kebangkrutan yang tidak

bisa dikomersilkan atau diswastanisasi

% Notoatmodjo, Soekidjo.2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
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5. Memperluas peluang bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan
kemampuan manajemen

6. Membuat insentif dan jaminan untuk melindungi kayawan dalam

in cepat

dari layanan

n ketetapan

pihak atau le eNnca Uj ..: asing-ma yang saling
menguntung atu sama lain. N3 any: : pangan, kemitraan

yang dijalin ha engede 3 ' pa memperdulikan

seluas-luasnya sehingga : at..mengetahui aktivitas pemerintah.
Diharapkan melalui media tersebut pemerintah mampu mengkomunikasikan apa
yang telah mereka Kkerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Membangun hubungan yang baik dengan media massa merupakan

salah satu penopang berjalannya pemerintah daerah melalui pemberitaan yang

baik dan berimbang.
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Data Wartawan Lulus Administrasi di Sekretariat Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi

NO TAWAN MEDIA
1 Mardi
2 a h
3 SITAS ISLg
4 %) om
5 M
6 R m
7 De d
8 Ul - 2 {.u
9 [Jn = x=
10 R. pi Naswadi = E e a
11 | Ningsi ’
12 | Suandri l Ri ri.Co
13 |1IdiS ANB
14 Amriz - - at Riau
15 Jeki Efri iau.Co
i L]
16 Hendrianto Green.Com
17 | Joko Susanto iau Terkini.Com
18 Hendro Riko Purnomo Harian Times
19 | Wirman Sandi Go.Riau
20 | Moh. Untung Riau Madani.Com

Sumber : Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi

Dari tabel di atas tampak bahwa ada sejumlah wartawan dan media yang

lulus administrasi untuk menjalin kemitraan dengan Bagian Humas dan

Protokoler Setdakab Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan karena tidak semua
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wartawan dapat meliput dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah.
Wartawan yang lulus administrasi sebagaimana yang tertera di tabel diataslah
yang dapat bekerja sama dalam meliput dan mempublikasikan kegiatan tersebut.
“verifikasi ~kami = lakukan kepada- para “wartawan karena tidak
sembarangan media dapat meliput dan mempublikasikan kegiatan
pemerintah daerah. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi yang kami
lakukan, barulah kemudian kami informasikan wartawan yang dapat
bekerja sama dengan,kami’’-(Wawancara dengan kepala sub bagian
informasi, media:cetak dan elektronik tanggal 27 Juni 2019).
Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Bagian Humas
dan Protokoler melakukan seleksi terhadap wartawan yang akan bekerja sama
dengan pemerintah Daerah dalam meliput dan mempublikasikan kegiatan
Pemerintah Daerah. Seleksi dilakukan sendiri oleh Bagian Humas dan Protokoler
tersebut. Kemudian Bagian Humas.dan Protokeler mengumumkan wartawan yang
lulus seleksi. Para wartawan yang telah lulus tadilah yang dapat menjalin
kemitraan dengan Bagian Humas'dan;Protokoler. Hal ini bertujuan agar kegaitan
Pemerintah Daerah yang dipublikan ke publik dapat terpantau dan dapat pula di
evaluasi bersama.
Dalam membahas. permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan
teori Wibisono yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam
kemitraan®’, yaitu

1. Kesetaraan atau Keseimbangan

2. Transparansi

*’Wibisono, Yusuf. 2007.Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility.
Gresik : Fascho Publishing.
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3. Saling Menguntungkan

Kemitraan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya

kemitraan apabila prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan. Kemitraan juga akan

aya, saling

441 Kesetaraan atau

Dalam hal kesetaraan atau keseimbangan, pendekatan yang
dilakukan bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan
kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling
menghargai dan saling percaya. Dalam menjalankan kemitraan perlu

dibangun rasa percaya antara pihak yang bermitra.
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Kesetaraan dapat diartikan sebagai adanya hubungan timbal balik
yang setara antara pihak yang menjalani kemitraan. Kesetaraan dalam

kemitraan dapat dilihat salah satunya dari kedudukan antar pihak yang

Ay

354 & L}

terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi. Media massa tersebut berperan
dalam memberitakan dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah
ke masyarakat. Pentingnya peran media massa dalam pelaksanaan
kehumasan di Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan informan

sebagai berikut.

“media merupakan mitra bagi kami pemerintah daerah, bagian
humas dan protokoler khususnya dalam mempublikasikan segala
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kegiatan pemerintah daerah. Sebaliknya melalui media massa kami

juga dapat mengetahui hararapan masyarakat” (wawancara dengan

kepala sub bagian informasi, media cetak dan elektronik pada

tanggal 3 Mei 2019).

Berdasarkan. hasil wawancara diatas«dapat disimpulkan bahwa
Bagian Humas dan Protokoler di lingkungan  Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas sebagai
penyusun dan penyelenggara program kehumasan dan protokoler. Bagian
Humas dan Protokoler merupakan organisasi pemerintah yang
menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui kerjasamanya
dengan pers. Bagian Humas dan Protokoler merupakan sumebr informasi
kegiatan pemerintah daerah yang kemudian dipublikasikan oleh pers
kepada masyarakat. Melalul pers pulalah Bagian Humas dan Protokoler
dapat mengetahui segala harapan masyarakat terhadap pemerintah
daerah. Adanya kemitraan’dengan pers membantu.Bagian Humas dan
Protokoler Setdakab Kuantan Singingi melaksanakan tugasnya lebih baik
dan akurat.

Bagian Humas dan Protokoler dalam menjalankan kemitraan dengan
pers juga melihat pers-sebagal organisasi yang memiliki kepentingan
sama dengan organisasi lainnya. Kemitraan yang terjalin antara Bagian
Humas dan Protokoler dengan pers di Kabupaten Kauntan Singingi telah
bersifat setara atau seimbang, karena antara Bagian Humas dan
Protokoler dengan pers tidak ada kedudukan yang lebih tinggi ataupun

lebih rendah. Keduanya bekerja sama, saling bertukar informasi demi

terwujudnya pemberitaan pemerintah daerah yang baik.
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“hubungan pers dengan humas khusunya Bagian Humas dan
Protokoler Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. dari
tahun ke tahun hubungan yang kami jalin sudah mulai mengalami
kemajuan. Pers sudah dijadikan partner pemerintah dan hubungan
pers dengan pemerintah sudah bagus. Bentuk-bentuk kerjasamanya
sudah baik'euma belum merata saja” (wawancara dengan wartawan

DENGAN PERS PADA INDIKATOR KESETARAAN

NO BENTUK KERJASAMA KETERANGAN

1 | Peliputan Kegiatan Pemerintah | Pegawai Bagian Humas dan
Daerah Protokoler dan Pers bersama-
sama turun langsung ke
lapangan untuk  meliput
kegiatan Pemerintah Daerah.
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2 Pembuatan  Berita
Pemerintah Daerah

Kegiatan

Pers dan Bagian Humas dan
Protokoler mendiskusikan

berita yang akan
dipublikasikan

Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers tersebut. Tidak ada perbedaan

kedudukan antara Bagian Humas dan Protokoler tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesetaraan

yang terjalin dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler

Setdakab Kuantan Singingi telah ada, dimana tidak terdapat perbedaan

kedudukan yang signifikan antara Bagian Humas dan Protokoler
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Setdakab Kuantan Singingi dengan pers dalam melaksanakan segala
tugas kehumasan. Namun terkadang kerjasama yang dilakukan sudah

tersebut belum merata. Belum merata disini maksudnya yaitu masih ada

aktif dalam menjalin

RNt

peliputan, cara pempublikasian, media yang akan digunakan serta cara
dalam mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi.

Transparansi dalam segala hal terhadap kelebihan dan kekurangan
masing-masing pihak perlu diketahui oleh keduanya. Hal ini bertujuan
agar terjalin kemitraan yang baik dan transparan dari awal sampai

akhirnya kemitraan. Dengan adanya sikap saling terbuka atara satu dan
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yang lainnya ini akan menghindari sikap saling curiga dan menimbulkan
sikap saling percaya dan saling membantu antara satu dan yang lainnya.

Pelaksanaan fungsi kehumasan, Humas Pemerintah Kabupaten
Kuantan.Singingi menjalin kerjasama dengan media-media massa yang
ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, karena memiliki akses
untuk menyampaikan informasi Secara luas kepada masyarakat. Dalam
hal ‘'ini transparansi antara kerja sama Bagian Humas dan Protokoler
dengan pers sangat dibutuhkan agar terjadi saling percaya dan pengertian
antara _kedua belah pihak demi terwujudnya pemberitaan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang baik.

Fungsi humas sebagai media relation sangat terbantu dengan adanya
media massa yang memiliki antusias tinggi terhadap kegiatan-kegiatan
pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi_seperti-kunjungan Bupati
Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, panen raya, bakti sosial dan
sebagainya. Sejauh ini menjadi daya tarik yang tinggi menjadi liputan
berita-berita” dari media massa di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuantan'Singingi sebagaimana dikemukakan informan bahwa

“semua kegiatan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah seperti

kunjungan ke lapangan panen raya, mengunjungi UMKM, bakti

sosial, peringatan hari besar, serta yang lain yang bisa menjadi
teladan masyarakat, pers sangat antusias untuk mengikuti kegiatan
tersebut” (wawancara dengan staf Bagian Humas dan Protokoler

tanggal 20 Mei 20109.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap

kegiatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris

Daerah selalu ada koordinasi antara Bagian Humas dan Protokoler
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Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di lingkungan Kabupaten
Kuantan Singingi. Disamping itu, pers juga memiliki antusias yang tinggi
untuk menghadiri dan meliput kegiatan tersebut. Sehingga berita yang
akan diberitakan nantinya lebih akurat:

Informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan Pemerintah
Daerah diinformasikan «kepada 'masyarakat melalui press release dan
news service dari pemerintah baik melalui media yang dimiliki oleh
Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi maupun menggunakan media massa konvensional yang ada di
masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan informan bahwa :

“informasi yang diperoleh biasanya oleh humas disebarkan melalui

press release, news service, tanyajawab media cetak, tanya jawab

melalui siaran radio, yang pasti dipublikasikan melalui media cetak
dan elektronik, lewat blog juga tetapi kebanyakan melalui media
cetak, humas gjuga menerbitkan majalah internal yang berisikan
kegiatan bupati, -wakil bupati, sekretaris derah dan juga prestasi-
prestasi yang diraih yang bisa dijadikan sarana publisitas oleh
anak-anak media” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan

Protokoler Setdakab Kuantan Singingi tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tampak bahwa informasi atas
kegiatan dilaksanakan oleh “Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi tidak hanya disebarkan melalui media cetak saja, nhamun juga
melalui press release, news service, siaran radio lokal, internet, dan juga
majalah internal Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk
mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.

Namun begitu beberapa wartawan juga masih merasakan adanya

kurang keterbukaan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab
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Kuantan Singingi dengan pers, sebagaimana disampaikan oleh informan

sebagai berikut :
“kemitraan dengan humas selama ini sudah cukup transparan atau
saling terbuka, ketika ada kegiatan=kegiatan wartawan tetap
dihubungi meskipun_tidak semua media dan. pelaksanaan media
relations _selama ini lancar karena memang tergantung pada
wartawan sendiri, wartawan juga harus aktif tidak hanya
mengandalkan humas saja” (wawancara dengan wartawan tanggal
22 Mei 2019).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kemitraan antara bagian
humas dan protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di
lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup transparan atau
terbuka pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah
mesKipun tidak semua media yang diundang. Persjuga tidak terus
menerus_mengandalkan dan bergantung pada informasi yang diberikan
oleh humas tetapi juga mencari informasi, langsung kelapangan. Selain itu,
akses informasi yang disediakan oleh Bagian Humas dan Protokoler sudah
cukup terbuka. Hal ini dikonfirmasi langusung oleh informan berikut

“akses informasi yang disediakan humas sudah mulai cukup bagus,
humas selalu. membuat beberapa agenda kegiatan pemerintah
daerah, jadi wartawan bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja
yang dilakukan dan-misalkan wartawan kekurangan dokumentasi
kegiatan yang sudah dijalankan, wartawan bisa meminta kepada staf
vang bersangkutan”(wawancara dengan wartawan tanggal 22 Mei
2019).

Dalam memberikan informasi kepada wartawan, Bagian Humas

dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi membuat agenda kegiatan

yang akan dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

100

secara langsung kepada staf Bagian Humas dan Protokoler ataupun
wartawan yang datang sewaktu-waktu mencari informasi.

Tabel 4.6

ARA BAGIAN N PROTOKOLER

‘!\\m\\‘ - R‘&

negatif dari pemerintah daerah

tersebut

5 | Peningkatan Kualitas Insan Pers | Mengikutsertakan seluruh

insan pers dan pegawai humas

Sumber : Olahan Peneliti

Dari tabel diatas tampak bahwa dari beberapa bentuk kerjasama
dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler

dengan pers tersebut sudah dilakukan secara transparan atau terbuka.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat
disimpulkan bahwa transparansi atau keterbukaan antara Bagian Humas

dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di lingkungan

mengalami  kendala,

akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang
bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing
dan harus saling merasa diuntungkan dengan adanya jalinan kemitraan.
Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan adalah win-win solution
partnership kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini

tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan
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yang sama, tetapi yang esensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar
yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berpedoman pada

kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-

memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan
kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efektif
dan efisien bila dilakukan bersama. Kemitraan merupakan rangkaian
proses yang dimulai dengan mengenal calom mitranya, mengetahui

posisi keunggulan dan kelemahannya.
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler
Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
dalam melaksanakan fungsi sebagai media relation salah satunya dengan
bekerjasama dengan -media-media.massa yang ada baik media cetak
maupun elektronik. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan bahwa :

“media yang digunakan humas itu ada media elektronik dan media

cetak, di_media" elektronik yang paling sering kerja sama yaitu

saluran televisi lokal dan radio. Namun saluran televisi lokal dan
radio tersebut sudah tidak terlalu aktif lagi untuk saat ini”

(wawancara dengan kepala sub bagian informasi media cetak dan

elektronik tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bagian Humas dan Protokoler
Setdakab Kuantan Singingi menjalin kemitraan dengan media cetak dan
media _elektronik. Untuk.media cetak-Bagian Humas dan Protokoler
Kabupaten Kuantan Singingi bekerja dengan beberapa surat kabar.
sedangkan untuk media /‘elektronik, ~Bagian Humas dan Protokoler
Setdakab Kuantan Singingi bermitra dengan saluran televisi lokal dan
radio. Namun, untuk saluran televisi lokal dan radio tersebut sudah tidak
terlalu aktif lagt.

Kemitraan atau kerja sama yang dilakukan Bagian Humas dan
Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi dengan pers bersifat timbal balik. Artinya, pers secara individu
membutuhkan informasi dari humas sebagai bahan pemberitaan,
sedangkan humas juga membutuhkan pers untuk menyebarluaskan

informasi kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini tampak bahwa kemitraan

antara Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah
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Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah memegang prinsip saling
menguntungkan.

Pendekatan yang dilakukan Bagian Humas dan Protokoler
Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
dengan pers bersifat profesional dan interpersonal. Bersifat profesional
adalah bentuk hubungan Bagian /Humas dan Protokoler dengan pers
dimana satu sama lain saling membutuhkan, sedangkan bersifat
interpersonal adalah bentuk hubungan pribadi dengan para wartawan
seperti kontak personal, press tour, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana
dikemukakan informan bahwa:

Pendekatannya kita bangun komunikasi dengan hubungan

profesional dan juga interpersonal. Kalau profesional lebihkepada

sama-sama saling membutuhkan antara humas dan pers, pers akan
membuat berita dari kita sedangkan kita harus menyampaikan
informasi kepada maysarakat yang bersifat kemitraan. Kalau yang
personal kita lebih. kepada kontak personal, press tour, coffee
morning, resepsi pers, seperti itu’ (wawancara dengan Kepala

Bagian Humas dan Protokoler tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam menjalin
kemitraan dengan pers, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan
Singingi melakukan komunikasi secara profesional dan juga interpersonal.
Dalam hubungan profesional Bagian Humas dan Protokoler menyadari
sepenuhnya bahwa antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers
memang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Pers membutuhkan
informasi dari humas dan humas membutuhkan pers untuk menyampaikan

informasi  kepada masyarakat luas. Sedangkan untuk komunikasi

interpersonal, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi
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melakukan kontak personal, pers tour, coffee morning, dan resepsi pers.

Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan akrab

antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers.

Saling menguntungkan disini tidak berarti pada partisipan dalam
kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama,
tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara

berdasarkan peran masing-masing.

38Triyono, Agus. 2008. Manajemen Humas. Surakarta
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“dalam menjalin kemitraan dengan Bagian Humas dan Protokoler,
kami juga merasakan adanya hubungan timbal balik. Dimana, saat
kami membutuhkan informasi, mereka dengan senang hati
memberikannya, dan kamipun dapat mempublikasikannya dengan
baik” (wawancara dengan wartawan tanggal 26 Juni 2019.

berita yang

kan vyaitu pembuatan
perita  satu  pintu. Dimana
sebelum berita dipublikasikan
sudah  diketahui  terlebih
dahulu oleh kedua belah pihak

Penginformasian Kegiatan Dalam hal ini kegiatan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah dapat
tersampaikan ke publik dengan
baik dan pers dapat menambah
konsumen publik
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4 | Pencitraan Pemerintah Daerah Meningkatkan public trust
baik bagi Pemerintah Daerah

maupun pers sendiri

5 | Peningkatan Kualitas Insan Pers | Dalam kegiatan ini Pers dapat

pemerintah daerah dan pers yang membutuhkan berita untuk
dipublikasikan sudah saling bekerja sama. Bagian humas dan protokoler
memberikan berita kepada pers dan pers mempublikasikan berita yang

diberikan oleh Bagian Humas dan Protokoler tersebut.
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4.5 KENDALA DALAM KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berdasarkan uraian diatas, penulis_kemudian meneliti faktor-faktor yang
menjadi- kendala dalam pelaksanaan aktivitas kehumasan Bagian Humas dan
Protokoler Sekretariat Daerah .Kahupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian
penulis ternyata ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Bagian Humas
dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam
menjalankan aktivitasnya. Faktor-faktor tersebut merupakan hal-hal yang sangat
esensial yang semestinya tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan aktivitas
kehumasan.

Pelaksanaan fungsi human relationship dalam pelaksanaannya menemui
kendala-kendala dengan media massa. Pada prinsipnya media massa berusaha
untuk menyajikan berita-berita yang. sensasional dan menarik minat publik.
Seringkali berita-berita sensasional tersebut merupaka berita-berita yang dianggap
prestasi buruk oleh "Pemerintah Kabupaten Kuantan.Singingi. Seperti pendapat
Miller yang menyatakan bahwa media, lebih.cenderung untuk melaporkan cerita
yang cenderung sensasional yang dapat menarik perhatian publik. Ketika terjadi
perbedaan persepsi antara Bagian Humas dan Protokoler dengan media massa,
akan menyebabkan informasi yang dipublikasikan oleh media massa tidak sesuai
dengan keinginan humas. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kesalah

pahaman masyarakat terhadap informasi tersebut.
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Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam kemitraan antara bagian
humas dan protokoler dengan pers di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi, yaitu :

diperlukan kode etik.

Pemberitaan dan publikasi informasi yang bebas sering menjadi
permasalahan saat ini. Hal ini tentu saja terkait langsung dengan kinerja
pers yang dianggap tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan main

yang telah ditetapkan. Kode etik Jurnalistik seakan hanya pajangan semata

3E’Bradley, Duanne. 1971. The Newspaper its in a democracy.
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dan tidak lagi menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas seorang pers.
Tingkat pendidikan rata-rata insan pers yang kurang memadai, baik dari
segi kesesuaian pendidikan dengan kerja pers maupun dari sisi level
pendidikan-yang memang.masih rendah; menyebabkan kualitas hasil karya
kebanyakan pers di media massa tergolong kurang baik.

“kode etik jurmalistik itu penting ya. Kode etik jurnalistik merupakan

landasan bagi. “insan pers dalam menjalankan tugasnya. Ketika

seorang pers menjalankan tugas dengan berlandaskan kode etik yang
ada, maka pemberitaan di media pun_akan baik. Namun apabila
seorang pers menjalankan tugas tidak berlandaskan kode etik yang
ada, maka akan timbul beberapa permasalahan. Maka dari itu kami
adakan seleksi bagi wartawan yang akan bermitra dengan kami.

Disamping itu juga kami adakan pelatihan jurnalistik supaya

wartawan tersebut mampu meningkatkan wawasan dan menerapkan

koe etik jurnalistik tersebut” (wawancara dengan kasubbag informasi,

media cetak dan elektronik tanggal 26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diektahui bahwa pemahaman
wartawan terhadapkode etik jurnalistik sangat dibutuhkan, agar
pemberitaan di media baik dan tidak timbul permasalahan. Bagian Humas
dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi melakukan seleksi terhadap

wartawan yang. akan bermitra. Disamping  itu Bagian Humas dan

Protokoler juga melakukan pelatihan jurnalitik kepada wartawan.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia pegawai

Hal ini disebabkan karena staf yang ada di Bagian Humas dan
Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi rata-rata tidak
mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Hal ini

sebagaimana dikemukakan informan sebagai berikut :
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“semua staf memang bukan berbasis humas, rata-rata semua belajar
secara otodidak. Hampir semua staf belajar sendiri dalam
menjalankan aktivitas kehumasan baik melalui literatur, forum
kehumasan dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang
kehumasan” (wawancara dengan kepala bagian humas dan
protokolertanggal 10 Mei 2019).

Dari-hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa staf di Bagian
Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi pada umumnya tidak memiliki
latar belakang kehumasan.'Datam menjalankan tugas:sehari-hari para staf tersebut
belajar secara otodidiak. Mereka mempelajari sendiri hal-hal yang menjadi tugas
dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat menghambat para staf dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

Hal tersebut juga disebabkan penujukan staf Bagian Humas dan
Protokoler yang tidak terlalu-memperhatikan.kompetensi individu. Tentunya
dengan pengetahuan yang kurang tentang kehumasan staf humas akan mendapat
banyak tantangan dalam menjalankan aktivitas kehumasannya. Salah satu
tantangan yang paling mendasar yaitu mengenai prinsip-prinsip pengolahan data
dan informasi. Baik dari segi ketepatan waktu serta data dan informasi yang
disampaikan serta pada saat bekerja sama dengan pers.

Kendala dari segi sumber daya manusia pegawai di Bagian Humas dan
Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dari segi usia
dan kemampuan yang dimiliki pegawainya. Hal ini sebagaiman dikemukakan
informan bahwa :

“kendala yang kita alami yaitu lebih kepada SDM dari pegawai humas,

maklumlah sudah ada yang tua, kurang mengerti IT juga dan sedikitnya

pegawai yang masih muda yang paham IT misal pada saat menggunakan

kamera pada liputan, memindah dari kamera di simpan di komputer,
mengedit video, seperti itu yang kadang menjadi kendala, ya masih ada
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yang bisa tetapi cuma sebagian. Kalau media relationsnya kita tidak
mengalami  kendala  berarti  dalam  melaksanakan  publisitas”
(wawancara dengan Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan
Elektronik tanggal 3 Mei 2019).

Dari hasil

ancara diatas dapat disimp bahwa dalam menjalin

protokoler ya g-menge dan tida n ; akang kehumasan
sehingga s ‘ perr ling : a sa San pers yang
lebih pah

yang begit
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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

gingi sudah
berjalan de ﬂ bahwa dalam
menjalanka J,’ ada perbedaan
kedudukan hal meliput,

mendokume erintah  daerah.

Tidak ada q Selanjutnya yaitu

Z
A

4
[/

s dan Protokoler

Humas dan Protokoler. Berikutnya bahwa kemitraan yang terjalin sudah sama
saling menguntungkan. Bagian Humas dan Protokoler yang memiliki informasi
kegiatan pemerintah daerah membutuhkan pers untuk mempublikasikan kegiatan
pemerintah daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, pers membutuhkan informasi
dari Bagian Humas dan Protokoler untuk dipublikasikan. Keduanya sudah saling

bekerja sama dengan saling menguntungkan. Kedua, masih adanya kendala yang
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dihadapi dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers, baik
masalah dari Bagian Humas dan Protokoler ataupun dari pers. Kendala tersebut

yaitu masih adanya insan pers yang belum mengerti kode etik jurnalistik dan

a penulis dapat

meningkatkan

alin kemitraan.

.v&., | dihadapi dalam menjalin

<o
‘a otokoler hendaknya tidak

kemitraan .Q E ‘

) \

dengan cepat. Misalnya saja dengan meningkatkan program yang telah

menjadi sutau perma ignifikan, dan dapat diselesaikan
dilakukan tadi.

2. Disarankan kepada wartawan sebagai mitra Bagian Humas dan
Protokoler juga harus lebih berperan aktif lagi dalam mengumpulkan

informasi dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. Jangan
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hanya menunggu informasi dari Bagian Humas dan Protokoler, tetapi
juga bisa bertanya langsung ke Bagian Humas dan Protokoler tersebut.

3. Disarankan kepada PWI untuk selalu mengawasi para wartawan dalam

dan Protokoler dalam
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